BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data pada penelitian di BMT AR-Ridho Trenggalek
diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis pembiayaan mudharabah yang ada pada BMT AR-RIDHO adalah
mudharabah muthalagah yaitu dimana pemilik dana memberikan kebebasan
kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Dengan prosentase
nisbah bagi hasil menggunakan revenue sharing.Apabila Transaksi
Mudharabah yang dilakukan oleh BMT Ar Ridho menemui kredit macet maka
pihak BMT tidak mencantumkan sanksi/jaminan .

2. Perlakuan akuntansi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan
yang dilakukan oleh BMT AR-RIDHO secara umum sudah sesuai dengan
aturan yang berlaku umum (PSAK 105). BMT Ar-Ridho hanya memberikan
atau mencatat bagi hasil yang sesuai dengan pendapatan bagi hasil yang benar-
benar diterimanya.

3. Pencatatan Nisbah atau bagi hasil yang dilakukan oleh BMT Ar-Ridho adalah
dengan menggunakan metode Dasar Kas yaitu sistem pembukuan dan seluruh
pengeluaran dan biaya-biaya diakui sebagai pengeluaran, serta penerimaan
yang sudah diterimanya sejalan dengan yang akan dimasukkan. walaupun

periode pembayaran pembiayaan Mudharabah telah jatuh tempo apabila
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nasabah belum melakukan pembayaran maka BMT tidak akan melakukan

pencatatan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang terjadi selama penelitian yaitu peneliti tidak dapat
melihat praktek langsung bagaimana pembiayaan mudharabah yang dilakukan
BMTAR-RIDHO, sehingga hanya diberi simulasi dan dari situ kita dapat
menyimpulkan apakah BMT Syariah sudah sesuai dengan PSAK 105 dalam

pembiayaan mudharabah.

5.3 Saran
Setelah menganalisis data yang ada, peneliti menyarankan hal-hal sebagai
berikut:

1. Resiko pembiayaan mudharabah lebih besar dari pada pembiayaan yang lain
sehingga pihak BMT harus selektif dalam memilih nasabah yang akan
melakukan pembiayaan mudharabah.

2. Pihak BMT haruslah lebih memahami lagi tentang isi dari PSAK 101 yang
berisi tentang penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK 105 tentang
pembiayaan mudharabah ,karena standar yang berlaku umum tersebut adalah
pedoman bagi lembaga keuangan yang berbasis syariah untuk menjalankan

produk-produk yang ada di BMT tersebut.
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